















KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA

PEKANBARU SENAPELAN by Rachman Taufik
9BAB II
TINJAUAN PUSTAKA
2.1  Sumber Penerimaan Negara
Pelaksanaan kegiatan meningkatkan kesejahteraan rakyat dan bangsa
memerlukan dana pembiayaan yang sangat besar dan berlangsung secara bertahap.
Dalam hal ini pemerintah berupaya menghimpun sumber-sumber penerimaan
Negara yaitu salah satunya penerimaan Negara dari sektor Pajak.
Menurut Suparmoko (dalam Basri, 2005:43) Penerimaan Negara diartikan
sebagai penerimaan pajak, penerimaan yang diperoleh dari hasil penjualan barang
dan jasa yang dimiliki dan dihasilkan oleh pemerintah, pinjaman pemerintah dan
mencetak uang. Penerimaan dari sektor Pajak ini sendiri dapat digunakan untuk
sumber keuangan Negara dan keuangan daerah yang nantinya berfungsi sebagai
dana untuk meningkatkan sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh masyarakat
dan bangsa untuk meningkatkan kesejahteraan. Menurut Nisjar (dalam Basri,
2003:1) keuangan Negara adalah semua hak yang dapat dinilai dengan uang,
demikian pula segala sesuatu (baik berupa uang maupun barang) yang dapat
dijadikan milik negara berhubung dengan hak-hak tersebut.
Menurut UU Nomor 17 tahun 2003 keuangan negara adalah semua hak dan
kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang maupun berupa barang yang
dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban
10
tersebut. Keuangan Negara sebagaimana dimaksud pada UU Nomor 17 Tahun
2003 yaitu meliputi :
a. Hak Negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang
dan melakukan pinjaman.
b. Kewajiban negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum





g. Kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain
berupa uang, surat berharga, piutang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai
dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan
negara/daerah.
h. Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka
penyelenggaraan tugas pemerintah dan/atau kepentingan umum.
i. Kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang
diberikan pemerintah.
Negara juga mempunyai kewajiban yang dapat dinilai dengan uang sebagai
berikut :
a. Kewajiban menyelenggarakan tugas negara demi kepentingan masyarakat,
seperti pemeliharaan keamanan dan ketertiban, perbaikan jalan raya,
pembangunan waduk, pelabuhan, dan perairan.
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b. Kewajiban membayar atau hak-hak tagihan pemborong, setelah
barang/bangunan diterima dengan baik oleh instansi pemesanan.
Pajak sebagai sumber penerimaan negara yang paling utama (fungsi budget)
di setiap negara-negara juga mempunyai fungsi lain yaitu sebagai alat untuk
mengatur dan mengawasi kegiatan-kegiatan swasta dalam perekonomian (fungsi
pengatur).
Untuk itu pemerintah menekankan kepada masyarakat untuk membayar dan
melunasi pajak yang dikenakan kepada mereka agar keuangan negara dan daerah
dapat stabil dalam rangka untuk meningkatkan dan menstabilkan pembangunan
bangsa ini. Wewenang pemungutan pajak ini sendiri berada pada pemerintah.
Dinegara-negara hukum segala sesuatu harus ditetapkan dalam UU. Seperti
Indonesia pemungutan pajak diatur dalam pasal 23A amanemen UUD 1945 yang
menyatakan bahwa :” Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk
keperluan negara diatur dengan Undang-undang“.
Atas dasar UU dimaksudkan bahwa pajak merupakan peralihan kekayaan
dari masyarakat ke Pemerintah, untuk membiayai pengeluaran  negara dengan
tidak mendapatkan kontraprestasi yang langsung. Peralihan kekayaan sendiri dapat
terjadi karena hibah atau kemungkinan peristiwa perampasan. Oleh karena itu
segala tindakan yang menempatkan beban kepada rakyat sebagai contoh pajak
harus ditetapkan dengan UU yang telah disetujui oleh DPR.
Adolf Wagner (dalam Sonny Sumarsono, 2010:1) mengamati bahwa
pengeluaran negara secara empiris tidak pernah turun, tetapi setiap tahun selalu
meningkat. Keadaan ini dipertegas dengan melihat bahwa setiap tahunnya
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kebutuhan negara dalam menyediakan layanan dasar kepada masyarakat selalu
meningkat karena berbagai alasan seperti masalah sosial, keamanan dan
sebagainya. Hal ini menyebabkan pemerintah selalu berusaha meningkatkan
penerimaan negara setiap tahunnya demi tercapainya tujuan yang telah diterapkan
pemerintah untuk melaksanakan pembangunan negara.
Dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya fokus kajian Keuangan Negara
sebagian besar berasal dari sektor Pajak dimana Pajak merupakan Sumber
Penerimaan Negara yang berfungsi efektif dan efisien dalam pelaksanaan
Pembangunan Nasional. Pajak berperan sebagai pengatur keuangan perekonomian
di Negara Indonesia.
2.2 Pengertian Pajak
Pada dasarnya pajak merupakan salah satu perwujudan dan kewajiban
kenegaraan yang merupakan sarana serta peran masyarakat dalam pembiayaan
Negara dan pembangunan nasional. Dalam hal ini pajak dipungut oleh Negara
untuk menjalankan roda pemerintahan demi menjamin kelangsungan hidup serta
meningkatkan mutu kehidupan bangsa Indonesia yang tercantum dalam dalam
pembukaan Undang-Undang 1945 yang bertujuan untuk memajukan
kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan turut serta
melaksanakan ketertiban dunia.
Oleh karena itu sangat penting kita mengetahui beberapa pengertian
tentang pajak dibawah ini yang dikemukakan oleh para ahli dalam bidang
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perpajakan yang memberikan pengertian yang berbeda namun pada inti dan
tujuannya tetap sama.
1. Menurut Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 sebagaimana diubah dengan
Undang-undang No. 6 Tahun 2007 : “Pajak adalah konstribusi wajib pajak
kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat
memaksa berdasarkan undang-undang., dengan tidak mendapatkan imbalan
secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-
besarnya kemakmuran rakyat.
2. Definisi pajak menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, SH (dalam Mardiasmo,
2011:1) “Pajak adalah iuran kepada kas Negara berdasarkan Undang-
Undang (yang dipaksakan) dengan tidak mendapatkan jasa timbal
(kontraprestasi), yang langsung dapatditunjukkan dan yang digunakan untuk
membayar pengeluaran umum.”
3. Pajak menurut Prof. Dr. Smeets (dalam Pudyatmoko, 2009:4) adalah
prestasi kepada pemerintah yang terutang melalui norma-norma umum, dan
yang dapat dipaksakan, tanpa ada kontraprestasi yang dapat ditujukan dalam
hal yang individual, maksudnya adalah untuk membiayai pengeluaran
pemerintah.
Menurut S.I Djajadiningrat (dalam Siti Resmi, 2011:1) Pajak adalah suatu
kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan kepada kas negara yang
disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan
tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan
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pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara
secara langsung, untuk memelihara kesejahteraan umum.
Menurut Prof. Dr. P.J.A Adriani (dalam Mohammad Zain, 2007:10) pajak
adalah iuran masyarakat kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang
oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (undang-
undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk
dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum
berhubung tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.
Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur-unsur:
a. Iuran dari rakyat kepada Negara
Yang berhak memungut pajak hanyalah Negara.Iuran tersebut berupa uang
bukan barang.
b. Berdasarkan Undang-undang
Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta
aturan pelaksanaanya.
c. Tanpa jasa timbal atau kontraprestasi dari Negara yang secara langsung
dapat ditunjuk.
d. Digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara, yakni pengeluaran-
pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.
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2.3 Pandangan Islam Terhadap Pajak
Dalam firman Allah sebagaimana yang telah disebutkan dalam Surat An
Nisa ayat 29 yaitu sebagai berikut :
Artinya : “ Hai orang-orang yang beriman, janganlah kami saling memakan
harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang
berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh
dirimu ; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang Kepadamu ( An-Nissa 29
).
Ayat ini dijadikan dalil oleh para-para ulama karena pengambilan pajak
yang diterapkan kepada kaum muslimin pada saat ini adalah bentuk kezhaliman
yang nyata dimana pemungutannya tidak memandang keadaan seseorang bahkan
satu orang dapat terkena pajak yang berlipat-lipat.
Selain Surat An Nissa diatas  juga terdapat surat-surat lainnya yang
menjelaskan tentang pajak dalam islam seperti dalam Surat Al baqarah ayat 188
yang artinya :
 َوَْمأ ْن ِّم ًاقیَِرف ْاُولُْكَأِتل ِماَّكُحْلا َىِلإ اَِھب ْاُولُْدتَو ِلِطَابْلِاب مَُكنَْیب مَُكلاَوَْمأ ْاُولُْكَأت َلاَولا ِلا ِساَّن
 َنوَُملَْعت ُْمتَنأَو ِمْثِلإِاب
Artinya :“Dan janganlah Sebahagian dari kamu memakan harta sebahagian
yang lain diantara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu
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membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan
sebahagian daripada harta benda orang lain itu (jalan berbuat) dosa, padahal
kamu mengetahui ( Al Baqarah 188 ).
2.4 Fungsi Pajak
Fungsi pajak menurut Mardiasmo dalam bukunya “Perpajakan” (2011:1)
adanya 2 fungsi pajak, yaitu :
1. Fungsi Penerimaan (Budgeteir)
Pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukkan bagi pembiayaan
pengeluaran-pengeluaran pemerintah.
2. Fungsi Mengatur (Reguler)
Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan
di bidang social dan ekonomi
2.5  Jenis-Jenis Pajak
Menurut Wirawan B. Ilyas (2007:19) jenis-jenis pajak dapat digolongkan
menjadi 3golongan, yaitu menurut sifat, sasarannya dan lembaga pemungutannya
:
1. Menurut Sifatnya
a. Pajak Langsung, adalah pajak yang pembebanannya harus dipikul senditi
oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dilimpahkan kepada orang lain, serta
dikenakan secara berulang-ulang pada waktu tertentu.
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b. Pajak tidak langsung, ada lah pajak yang pembebanannya dapat dilimpahkan
kepada orang lain dan hanya dikenakan pada hal-hal tertentu atau peristiwa-
peristiwa tertentu saja.
2. Menurut Sasarannya
a. Pajak Subjektif, adalah jenis pajak yang dikenakan dengan pertama-tama
memerhatikan keadaan wajib pribadi Wajib Pajak (subyeknya). Setelah
diketahui keadaan subyeknya barulah diperhatikan objektifnya sesuai gaya
pikul apakah bias dikenakan pajak atau tidak.
b. Pajak Objektif, adalah jenis pajak yang dikenakan pertama-tama
memperhatikan/objeknya baik berupa keadaan perbuatan atau peristiwa
yang menyebabkan timbulnya kewajiban membayar paj
3. Menurut Lembaga Pemungut
a. Pajak Pusat (Negara), adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat
yang pelaksanaannya dilakukan oleh Departemen Keuangan khususnya
Dirjen Pajak. Hasil dari pemungutan pajak pusat dikumpulkan dan
dimasukkan sebagai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
b. Pajak Daerah, adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah yang
dalam pelaksanaannya sehari-hari dilaksanakan oleh Dinas Pendapatan
Daerah (Dispenda). Hasil dari pemungutan pajak daerah dikumpulkan dan
dimasukkan sebagai bagian dari penerimaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah (APBD).” Sesusai Undang-undang No. 18 Tahun 1997
sebagaimana yang telah diubah menajadi UU N0. 38 tahun 2000”.
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2.6   Asas Pemungutan Pajak
Untuk mencapai tujuan pemungutan pajak perlu memegang teguh asas
pemungutan dalam memilih alternative pemungutannya.Maka terdapat
keserasian pemungut pajak dengan tujuan dan asas yang masih diperlukan lagi
yaitu pemahaman atas perlakuan pajak tertentu. Menurut Mardiasmo (2011:7)
asas-asas pemungutan pajak yaitu :
a. Asas Domisili (asas tempat tinggal)
Negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan Wajib Pajak
yang bertempat tinggal di wilayahnya, baik penghasilan yang berasal dari
dalam maupun dari luar negeri.Asas ini berlaku untuk wajib pajak dalam
negeri.
b. Asas Sumber
Negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber
diwilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal wajib pajak.
c. Asas Kebangsaan
Pengenaan pajak dihubungkan dengan kebanggsaan suatu Negara.
2.7   Syarat Pemungutan Pajak
Agar pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan,
maka menurut Mardiasmo (2011:7) pemungutan pajak harus memenuhi syarat
sebagai berikut :
19
a. Pemungutan Pajak Harus Adil (Syarat Keadilan)
Sesuai dengan tujuan hukum, yakni mencapai keadilan, undang-undang
dan pelaksanaan pemungutan harus adil.Adil dalam perundang-undangan
diantaranya mengenakan pajak secara umum dan merata, serta disesuaikan
dengan kemapuan masing-masing.Sedang adil dalam pelaksanaannya yakni
dengan memberikan hak bagi Wajib Pajak untuk mengajukan keberatan,
penundaan dalam pembayaran dan mengajukan banding kepada Majelis
Pertimbangan Pajak.
b. Pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang (Syarat Yuridis)
Di Indonesian, pajak diatur dalam UUD 1945 pasal 23 ayat 2. Hal ini
memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik bagi Negara
maupun warganya.
c. Tidak Mengganggu Perekonomian (Syarat Ekonomis)
Pemungutan tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi
maupun perdagangan, sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian
masyarakat.
d. Pemungutan Pajak Harus Efisien (Syarat Finansiil)
Sesuai fungsi budgetair, biaya pemungutan pajak harus dapat ditekan
sehingga lebih rendah dari hasil pemungutannya.
e. Sistem pemungutan pajak harus sederhana
Sistem pemungutan yang sederhana akan memudahkan dan mendorong
masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Syarat ini telah
dipenuhi oleh undang-undang perpajakan yang baru.
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2.8    Sistem Pemungutan Pajak
Dalam permasalahannya sistem pemungutan pajak di Indonesia pada saat
ini telah berevolusi mengunakan selft assessment system yang mana sebelumnya
menggunakan official assesment system.
Menurut Mardiasmo (2011:7), Sistem pemungutan pajak dapat dibagi
menjadi 3 bagian yaitu :
a. Official Assesment System
Adalah suatu system pemungutan yang memberi wewenang kepada
pemerintah (fiskus) untuk menentukan besar pajak terutang oleh Wajib
Pajak.
Ciri-cirinya :
1. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus.
2. Wajib Pajak bersifat pasif.
3. Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh
fiskus.
b. Self Assesment System
Adalah suatu system pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada
Wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang.
Ciri-cirinya :
1. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada Wajib
Pajak sendiri.
2. Wajib Pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor dan
melaporkan sendiri pajak yang terutang.
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3. Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.
c. With Holding System
Adalah suatu system pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada
pihak ketiga (bukan fiskus bukan Wajib Pajak yang bersangkutan) untuk
menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.
Ciri-cirinya : wewenang menentukan besarnya pajak yang terutang ada
pada pihak ketiga, pihak selain fiskus dan wajib pajak.
2.9 Timbul dan Hapusnya Utang Pajak
Ketentuan dan Tata Cara Perpajakan, sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan undang-undang Nomor 28 Tahun 2007, “Utang Pajak adalah
pajak yang masih haru dibayar termasuk sanksi administrasi berupa bunga, denda,
atau kenaikan yang tercantum dalam dalam surat ketetapan pajak berdasarkan
peraturan perundang-undangan pajak”. Menurut Mardiasmo (2011:8)  ada dua
ajaran yang mengatur timbulnya utang pajak :
a. Ajaran Formil
Utang pajak timbul karena dikeluarkannya surat ketetapan pajak oleh fiskus.
Ajaran ini ditetapkan pada official assessment system.
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b. Ajaran Materiil
Utang pajak timbul karena berlakunya undang-undang.Seseorang dikenai
pajak karena suatu keadaan dan perbuatan.Ajaran ini diterapkan self
assessment system.




4. Pembebasan dan penghapusan
2.10   Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penagihan Pajak
Menurut Mardiasmo (2011:8) pengaruh terhadap pemungutan pajak dapat
dikelompokkan    menjadi 2 yaitu :
a. Perlawanan Pasif
Masyarakat enggan (pasif) membayar pajak, yang dapat disebabkan antara
lain :
1. Perkembangan intelektual dan moral masyarakat.
2. Sistem perpajakan yang sulit dipahami masyarakat.
3. Sistem control tidak dapat dilakukan atau dilaksanakan dengan baik.
b. Perlawanan Aktif
Perlawanan aktif meliputi semua usaha dan perbuatan yang secara langsung
ditujukan kepada fiskus dengan tujuan untuk menghindari pajak.
Bentuknya antara lain :
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1. Tax avoidance, usaha meringankan beban pajak dengan tidak melanggar
undang-undang.
2. Tax evasion, usaha meringankan beban pajak dengan cara melanggar
undang-undang (menggelapkan pajak).
2.11   Pengertian Penagihan Pajak
Pelaksanaan penagihan pajak yang tegas, konsisten dan konsekuen
diharapkan dapat akan dapat membawa paengaruh positif terhadap kepatuhan
Wajib Pajak dalam membayarkan hutang pajaknya. Hal ini merupakan posisi
strategis dalam meningkatkan penerimaan dari sektor pajak sehingga tindakan
penagihan pajak tersebut dapat menyelamatkan penerimaan pajak yang tertunda.
Kegiatan penagihan pajak merupakan ujung tombak dalam menyelamatkan
penerimaan Negara yang tertunda, oleh sebab itu seksi penagihan merupakan
seksi produksi yang paling dibanggakan oleh Direktorat Jendral Pajak. Dalam
pelaksanaannya penagihan pajak harus dilandaskan pada peraturan perundang-
undangan yang berlaku, sehingga mempunyai kekuatan hukum baik bagi Wajib
Pajak ataupun aparatur pajak.
Dasar hukum melakukan tindakan penagihan pajak adalah Undang-undang
No. 19 Tahun 1997 Tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa.Undang-
undang ini mulai berlaku tanggal 23 Mei 1997. Undang-undang ini kemudian
diubah dengan Undang-undang No. 19 Tahun 2000 yang mulai berlaku pada
tanggal 1 Januari 2001.
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Menurut Muhammad Rusjdi (2007:7) penagihan pajak adalah perbuatan
yang dilakukan oleh Direktorat Jendral Pajak karena Wajib Pajak tidak mematuhi
ketentuan Undang-undang pajak, khususnya mengenai pembayaran pajak yang
terutang.
Sedangkan Mardiasmo (2011:13) mengatakan penagihan pajak adalah
kegiatan yang dilakukan oleh fiskus karena wajib pajak tidak mematuhi
ketentuang undang-undang pajak, khususnya mengenai pembayaran pajak yang
terutang, penagihan pajak meliputi kegiatan, pembuatan dan pengiriman surat
peringatan, surat teguran, surat paksa, penyitaan, lelang, pencegahan dan
penyanderaan.
Berdasarkan definisi diatas dapat disimpulkan bahwa penagihan pajak
dilakukakan oleh Direktorat Jendral Pajak atau fiskus karena Wajib Pajak tidak
mematuhi ketentuan undang-undang pajak, khususnya tentang kewajiban Wajib
Pajak dalam membayar pajak dengan melaksanakan pengiriman surat peringatan,
surat teguran, surat paksa, penyitaan dan pelelangan.
Dasar Penagihan Pajak :
1. Surat Tagihan Pajak (STP)
STP diterbitkan apabila pajak dalam tahun berjalan tidak atau kurang
dibayar, wajib pajak dikenakan sanksi administrasi berupa denda
administrasi dan/atau bunga. Surat Tagihan Pajak mempunyai kekuatan
hukum yang sama dengan Surat Ketetapan Pajak.
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2. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)
SKPKB diterbitkan terhadap wajib pajak yang nyata-nyata atau berdasarkan
hasil pemeriksaan tidak memenuhi kewajiban formal dan kewajiban material
Perpajakan.
3. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT)
SKPKTBT dapat diterbitkan Dirjen Pajak dalam jangka waktu 10 tahun
sesudah saat terutang pajak, apabila ditemukan data baru dan atau data yang
semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan utang pajak yang
terutang.
4. Surat Keuetusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan
Putusan Banding yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar
bertambah.
Apabila utang pajak yang tercantum dalam Surat Ketetapan diatas tidak atau
kurang dibayar sampai dengan tanggal jatuh tempo pembayaran, maka dapat
segera dilaksanakan tindakan penagihan aktif.
Dalam UU PPSP pasal 1 ayat 9 juga dijelaskan pengertian dari penagihan
pajak yaitu serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh juru sita agar penanggung
pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur dan
memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus,
memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan
penyanderaan, dan menjual barang yang telah disita.
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2.12   Tindakan Penagihan Pajak
Tindakan penagihan pajak dilakukakan apabila pajak terutang sebagaimana
tercantum didalam Surat Ketetapan Pajak (STP), SKPKB. SKPKBT, Surat
Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding yang
menyebabkan pajak yang harus dibayar bertambah, tidak atau kurang bayar
setelah lewat tanggal jatuh tempo pembayaran pajak yang bersangkutan. Dalam
bidang administrasi perpajakan dikenal beberapa bentuk tindakan penagihan
yaitu penagihan pasif, penagihan aktif, dan penagihan dengan surat paksa.
1. Penagihan Pasif
Penagihan pasif adalah tindakan yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan
Pajak dengan cara menyampaikan himbauan kepada Wajib Pajak agar
melakukan pembayara pajak sebelum tanggal jatuh tempo.
2. Penagihan Aktif
Penagihan Aktif ini merupakan kelanjutan dari penagihan pasif dimana
penagihan yang didasarkan pada STP, SKPKB, SKPKBT yang jatuh
temponya telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan
yaitu 1 bulan terhitung mulai dari STP, SKPKB, SKPKBT diterbitkan.
2.13   Dasar Hukum Penagihan Pajak
1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana yang telah berungkali
diubah dengan undang-undang Nomor 6 Tahun 2007 selanjutnya disebut
UU KUP.
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2. Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 sebagaimana yang telah diubah
dengan undang-undang Nomor 19 Tahun 2000 selanjutnya disebut
UU.PPSP.
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 23/PMK/.03.2008 sebagaimana yang
telah diubah dengan Nomor 83/PMK.03/2010 Tentang Cara Penebitan Surat
Ketetapan Pajak.
4. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor
561/KMK.04/2000 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Penagihan Seketika Dan
Sekaligus Dan Pelaksaan Surat Paksa.
5. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor
562/KMK.04/2000 Tentang Syarat-Syarat, Tata Cara Pengangkatan dan
Pemberhentian Jurusita Pajak.
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 189/PMK.03/2007 sebagaimana yang
telah diubah dengan Nomor 84/PMK.03/2010 Tentang Cara Penerbitan
Surat Tagihan Pajak.
7. Surat Edaran Direktur Jendral Pajak Nomor SE-82/PJ/2010 Tentang
Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor Per
36/PJ/2010 Tentang Prosedur Penerbitan Kembali Surat Ketetapan Pajak
Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, Dan Atau
Surat Tagihan Pajak.
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2.14   Penagihan Pajak dengan Surat Paksa
Dalam UU PPSP pasal 1 ayat 12 disebutkan bahwa “Surat Paksa adalah
surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak”. Sedangkan
menurut Muhammad Rusjdi (2007:25), yaitu “Surat yang diterbitkan apabila
Wajib Pajak tidak melunasi utang pajaknya sampai dengan tanggal jatuh tempo”.
Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa Surat Paksa dikeluarkan
atau diterbitkan apabila Wajib Pajak tidak juga membayar pajak sesuai tanggal
jatuh tempo yang telah ditetapkan.Surat Paksa ini juga termasuk dalam produk
hukum yang eksekutorial yang diterbitkan atas STP. Dalam UU PPSP Pasal 7
ayat (1) dijelaskan bahwa Surat Paksa berkepala kata-kata “Demi Keadilan
Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”, mempunyai kekuatan Eksekutorial dan
kedudukan hukum yang sama dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai
kekuatan hukum tetap.
Agar tercapai efektivitas dan efesiensi penagihan pajak yang didasari Surat
Paksa, maka ketentuan ini memberikan kekuatan eksekutorial serta memberi
kedudukan hukum yang sama dengan grosse akte yaitu putusan pengadilan
perdata yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Dengan demikian Surat
Paksa langsung dapat dilaksanakan tanpa bantuan putusan pengadilan lagi dan
dapat diajukan banding (Muhammad Rusjdi, 2007:21). Surat Paksa bersifat
“Parate Eksekusi” yang berarti dapat dilakukan langsung tanpa proses Pengadilan
Negeri.
Pelaksanaan penagihan pajak yang tegas, konsisten dan konsekuen
diharapkan dapat akan dapat membawa paengaruh positif terhadap kepatuhan
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Wajib Pajak dalam membayarkan hutang pajaknya. Hal ini merupakan posisi
strategis dalam meningkatkan penerimaan dari sektor pajak sehingga tindakan
penagihan pajak tersebut dapat menyelamatkan penerimaan pajak yang
tertunda.Kegiatan penagihan pajak merupakan ujung tombak dalam
menyelamatkan penerimaan Negara yang tertunda, oleh sebab itu seksi penagihan
merupakan seksi produksi yang paling dibanggakan oleh Direktorat Jendral
Pajak.Dalam pelaksanaannya penagihan pajak harus dilandaskan pada peraturan
perundang-undangan yang berlaku, sehingga mempunyai kekuatan hukum baik
bagi Wajib Pajak ataupun aparatur pajak.
Dasar hukum melakukan tindakan penagihan pajak adalah Undang-undang
No. 19 Tahun 1997 Tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa.Undang-
undang ini mulai berlaku tanggal 23 Mei 1997.Undang-undang ini kemudian
diubah dengan Undang-undang No. 19 Tahun 2000 yang mulai berlaku pada
tanggal 1 Januari 2001.
Menurut Muhammad Rusjdi (2007:7) penagihan pajak adalah perbuatan
yang dilakukan oleh Direktorat Jendral Pajak karena Wajib Pajak tidak mematuhi
ketentuan Undang-undang pajak, khususnya mengenai pembayaran pajak yang
terutang.
Sedangkan Mardiasmo (2011:13) mengatakan penagihan pajak adalah
kegiatan yang dilakukan oleh fiskus karena wajib pajak tidak mematuhi
ketentuang undang-undang pajak, khususnya mengenai pembayaran pajak yang
terutang, penagihan pajak meliputi kegiatan, pembuatan dan pengiriman surat
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peringatan, surat teguran, surat paksa, penyitaan, lelang, pencegahan dan
penyanderaan.
Berdasarkan definisi di atas dapat disimpulkan bahwa penagihan pajak
dilakukakan oleh Direktorat Jendral Pajak atau fiskus karena Wajib Pajak tidak
mematuhi ketentuan undang-undang pajak, khususnya tentang kewajiban Wajib
Pajak dalam membayar pajak dengan melaksanakan pengiriman surat peringatan,
surat teguran, surat paksa, penyitaan dan pelelangan.
2.15   Latar Belakang Keluarnya Surat Paksa
Menurut pasal 9 Keputusan Menteri Keuangan Nomor 561/KMK.04/2000
tentang Penagihan Seketika dan sekaligus dan Pelaksanaan Surat Paksa,
dijelaskan Surat Paksa diterbitkan apabila :
1. Penanggung pajak tidak melunasi utang pajak dan kepadanya telah
diterbitkan Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis
2. Terhadap Penanggung Pajak telah dilaksanakan Penagihan Seketika dan
sekaligus; atau
3. Penanggung Pajak tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum
dalam keputusan persetujuan angsuran atau penundaan pembayaran paksa.
Sedangkan isi dan karakteristik dari Surat Paksa sendiri dapat dipandang
dari dua segi :
1. Dalam UU PPSP pasal 7 dijelaskan bahwa Surat Paksa berdasarkan segi
isinya sekurang kurangnya harus memuat :
a. Nama Wajib Pajak, atau nama Wajib Pajak dan Penanggung Pajak
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b. Dasar Penagihan
c. Besarnya Utang Pajak
d. Dan perintah untuk membayar dalam waktu 2x24 jam
e. Tertanda Pejabat yang ditunjuk yaitu kepala KPP/KP PBB
2. Surat Paksa berkepala kata-kata “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan
Yang Maha Esa”. Sedangkan dari segi karakteristiknya Surat Paksa
memuat :
a. Mempunyai hukum yang sama dengan Grosse Akte dari keputusan hakim
dalam perkara perdata yang tidak dapat dimintakan banding lagi pada
hakim atasan.
b. Mempunyai kekuatan hukum yang tepat
c. Mempunyai fungsi ganda yaitu menagih pajak dan biaya penagihan pajak.
d. Dapat dilanjutkan dengan tindakan penyitaan, penyanderaan dan
pencegahan.
2.16   Prosedur Penagihan Pajak dengan Surat Paksa
Penagihan pajak dengan Surat Paksa ini merupakan cara terakhir dimana
fiskus melalui juru sita pajak Negara menyampaikan atau memberitahukan Surat
Paksa, melakukan penyitaan dan melakukan pelelangan melalui Kantor Lelang
Negara terhadap barang milik Wajib Pajak. Penagihan dengan Surat Paksa ini
dikenal dengan penagihan yang “keras” dalam rangka Law-Enforcement dibidang
perpajakan. Namun langkah ini merupakan langkah terakhir yang dilakukan oleh
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fiskus apabila tidak ada jalan lain yang dapat dilakukan. Dalam pelaksanaan
penagihan aktif tersebut dapat dilakukan dengan 4 tahap, yaitu :
1. Surat Teguran
Penyampaian Surat Teguran merupakan awal pelaksanaan tindakan
penagihan oleh fiskus untuk memperingatkan Wajib Pajak yang tidak menlunasi
utang pajaknya sesuai dengan keputusan penetapan (STP, SKPKB, SKPKBT)
sampai dengan saat jatuh tempo. Menurut Rusdji (2007:23) Surat Teguran adalah
“Surat yang diterbitkan oleh pejabat untuk menegur Wajib Pajak agar melunasi
utang pajaknya”.
Dari pengertian diatas dapat maka dapat disimpulkan bahwa surat teguran adalah
surat yang diterbitkan oleh pejabat untuk menegur atau memperingatkan Wajib
Pajak untuk melunasi utang pajaknya. Surat teguran dikeluarkan apabila utang
pajak yang tercantum dalam SPT, SKPKB, atau SKPKBT tidak dilunasi sampai
melewati waktu 7 hari dari batas waktu jatuh tempo 1 bulan sejak tanggal
diterbitkannya. Menurut keputusan Mentri Keuangan No. 561/KMK.04/2000
Pasal 5 ayat (2) menyatakan bahwa surat teguran tidak diterbitkan terhadap
penanggung pajak yang disetujui untuk mengangsur atau menunda pembayaran
pajaknya.
2. Surat Paksa
Penagihan dengan surat paksa dilakukan apabila jumlah tagihan pajak tidak
atau kurang bayar sampai dengan tanggal jatuh tempo pembayaran, atau sampai
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dengan jatuh tempo penundaan pembayaran atau tidak memenuhi angsuran
pembayaran pajak. Dalam UU PPSP pasal 1 ayat 12 disebutkan bahwa “Surat
Paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak”.
Sedangkan menurut Muhammad Rusjdi (2007:25), yaitu “Surat yang diterbitkan
apabila Wajib Pajak tidak melunasi utang pajaknya sampai dengan tanggal jatuh
tempo”. Apabila Wajib Pajak lalai melaksanakan kewajiban membayar pajak
dalam waktu sebagaimana ditentukan dalam surat teguran maka penagihan
selanjutnya dilakukan oleh jurusita pajak.
Maka dapat disimpulkan bahwa Surat Paksa adalah surat perintah membayar
utang pajak dan biaya penagihan pajak yang diterbitkan apabila Wajib Pajak
tidak melunasi utang pajaknya sampai dengan tanggal jatuh tempo. Surat Paksa
diterbitkan apabila Wajib Pajak atau Penanggung Pajak tidak melunasi utang
pajaknya sampai dengan tanggal jatuh tempo dan Penanggung Pajak tidak
memenuhi ketentuan dalam keputusan persetujuan angsuran atau penundaan
pembayarannya. Secara teori surat paksa diterbitkan setelah surat teguran atau
surat peringatan atau surat lain sejenis yang diterbitkan oleh pejabat.
Surat Paksa terhadap pribadi diberitahukan oleh jurusita pajak kepada :
a. Penanggung Pajak
b. Orang dewasa yang tinggal bersama ataupun bekerja ditempat usaha
penanggung pajak, apabila penanggung pajak yang bersangkutan tidak
dapat dijumpai.
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c. Salah satu ahli waris atau pelaksana wasiat atau yang mengurus harta
peninggalannya apabila Wajib Pajak telah meninggal dunia dan harta
warisan belum dibagi
d. Para ahli waris, apabila wajib pajak telah meninggal dunia dan harta
warisan telah dibagi.
Surat Paksa terhadap badan diberitahukan oleh Jurusita pajak kepada:
1. Pengurus, kepala perwakilan, kepala cabang, penanggung jawab, pemilik
modal
2. Pegawai tetap ditempat kedudukan atau tempat usaha badan, apabila
Jurusita Pajak tidak dapat menjumpai salah seorang dari Pengurus, kepala
perwakilan, kepala cabang, penanggung jawab, pemilik modal.
Apabila utang pajak tidak dilunasi oleh Wajib Pajak dalam jangka waktu
2x24 jam setelah surat paksa diberitahukan,  maka pejabat menerbitkan surat
perintah melaksanakan penyitaan. Pengajuan keberatan oleh Wajin Pajak tidak
mengakibatkan penundaan pelaksanaan Surat Paksa dan apabila Wajib Pajak
dinyatakan pailit, Surat Paksa diberitahukan kepada Kurator, Hakim pengawas
atau Balai Harta Peninggalan. Sedangkan dalam hal Wajib Pajak dinyatakan
bubar atau dalam likuidasi, surat paksa diberitahukan kepada orang atau badan
yang dibebani untuk melakukan pemberesan atau likuidator.
3. Surat Sita
Menurut Djoko Muljiono (2008:168), penyitaan adalah tindakan Jurusita
Pajak untuk menguasai barang Penanggung Pajak, guna dijadikan jaminan untuk
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melunasi utang pajak menurut peraturan perundang-undangan. Apabila utang
pajak tidak dilunasi oleh Penanggung Pajak dalam jangka waktu sebagaimana
dimaksud dalam Surat Paksa, Pejabat menerbitkan Surat Perintah Melaksanakan
Penyitaan (SPMP).
Penyitaan dilaksanakan oleh Jurusita Pajak dengan disaksikan oleh
sekurang-kurangnya 2 orang saksi yang memenuhi syarat :
1. Telah Dewasa
2. Penduduk Indonesia
3. Dikenal oleh Jurusita Pajak
4. Dapat dipercaya
Setiap melaksanakan penyitaan, Jurusita Pajak membuat Berita Acara
Pelaksanaan Sita yang ditanda tangani oleh Jurusita Pajak, Penanggung Pajak
dan saksi-saksi. Dalam hal Penanggung Pajak adalah Badan maka Berita Acara
Pelaksana Sita ditanda tangani oleh pengurus, kepala perwakilan, kepala
cabang, penanggung jawab, pemilik modal atau pegawai tetap perusahaan.
4. Lelang
Lelang disini merupakan langkah selanjutnya setelah dilakukannya
penyitaan barang wajib pajak dimana wajib pajak tidak juga melunasi utang
pajaknya sampai pada tahap penyitaan. Lelang adalah setiap penjualan barang di
muka umum dengan cara penawaran harga secara lisan dan atau tertulis melalui
usaha pengumpulan peminat atau calon pembeli.
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Pelelangan ini sendiri merupakan kewenangan dari Pejabat untuk
melaksanakan pelelangan secara umum melalui Kantor Lelang.
2.17   Waktu Pelaksanaan Penagihan Aktif
Proses penagihan pajak dapat dibagi menjadi penagihan aktif dan
penagihan pasif. Dalam hal ini proses penagihan pajak yang melibatkan Jurusita
Pajak adalah penagihan aktif. Peran Jurusita Pajak dimulai dengan
memberitahukan Surat Teguran, Surat Paksa, pelaksanaan Surat Perintah
Melaksanakan Penyitaan, pengumuman lelang sampai pelaksanaan lelang.
Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor 561/KMK.04/2000
tentang Penagihan Seketika dan Sekaligus dan Pelaksanaan Surat Paksa telah
ditentukan jadwal waktu tindakan penagihan pajak yaitu :
1. Tindakan pelaksanaan penagihan pajak diawali dengan penerbitan Surat
Teguran oleh pejabat atau kuasa yang ditunjuk oleh pejabat tersebut setelah
7 hari sejak saat jatuh tempo pembayaran.
2. Surat Teguran tidak diterbitkan terhadap penanggung pajak yang telah
disetujui untuk menunda atau mengangsur pembayaran pajaknya.
3. Apabila jumlah utang yang masih harus dibayar tidak dilunasi oleh
penanggung pajak setelah lewat waktu 21 hari sejak diterbitkan Surat
Teguran, pejabat segera menerbitkan Surat Paksa.
4. Setelah menerima Surat Paksa yang telah diberi tanggal dan nomor Surat
Paksa dan telah ditanda tangani oleh pejabat, Jurusita pajak harus:
a. Memperlihatkan tanda pengenal Jurusita Pajak.
37
b. Memberitahukan dengan pernyataan dan penyerahan Surat Paksa
(salinan) tersebut kepada Wajib Pajak/penanggung pajak.
c. Membuat Laporan Pelaksanaan Surat Paksa dan membuat Berita Acara
Pemberitahuan Surat Paksa dan Lampiran.
d. Menempelkan Surat Paksa (salinan) pada papan pengumuman kantor
pejabat.
5. Apabila jumlah utang pajak yang masih harus dibayar tidak dilunasi oleh
penanggung pajak setelah lewat waktu 2x24 jam sejak Surat Paksa
diberitahukan kepadanya, pejabat segera menerbitkan Surat Perintah
Melaksanakan Penyitaan.
Prosedur Pelaksanaan Penagihan Pajak mulai dari Surat Teguran sampai
Lelang secara singkat dapat dilihat dalam tabel 2.1 sebagai berikut:
Tabel 2.1
Jadwal waktu penagihan pajak dengan Surat Teguran, Surat Paksa, Surat
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1.18 Pencairan Tunggakan dan Penerimaan Pajak
Pengertian cair disini mengandung dua pengertian dimana sampai dengan
lunas atau bahkan sudah tidak dapat dilakukan penagihan lagi dengan kata lain
dihapuskan. Sedangkan pengertian lunas memiliki dua pengetian yakni dengan
cara dibayar lunas, baik dibayar dengan uang tunai maupun melalui pembukuan
atau dengan cara penjualan sita lelang atas barang-barang milik penanggung
pajak. Utang pajak diusulkan dihapuskan apabila tidak ada lagi kemampuan
penanggung pajak dalam membayar utang pajak dan tidak adalagi objek sitanya.
Pengertian pencairan tunggakan pajak yang dikemukakan oleh Waluyo
(2011:64) dalam bukunya Perpajakan Inodenesia, adalah sebagai berikut :
40
“Pencairan tunggakan pajak adalah jumlah pembayaran atas tunggakan
pajak yang dapat terjadi karena :
a. Pembayaran dengan menggunakan SSP (Surat Setoran Pajak)
b. Pemindahbukuan (Pbk)
c. Pengajuan permohonan pembetulan
d. Pengajuan keberatan/banding
e. Penghapusan piutang
f. Wajib pajak pindah.”
Pencairan tunggakan pajak ini sendiri berguna untuk meninggkatkan
penerimaan pajak. Dalam UU Nomor 4 Tahun 2012 Pasal 1 Angka 3 Tentang
Perubahan Atas UU Nomor 22 Tahun 2011 Tentang APBN Tahun Anggaran
2012 mengatakan Penerimaan Pajak adalah semua penerimaan negara yang
terdiri atas pajak dalam negeri dan pajak perdagangan internasional.
2.19 Pengertian Efektivitas
Kata efektif berasal dari bahasa inggris yaitu effective yang berarti berhasil
atau sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik. Kamus ilmiah popular
mendefinisikan efektivitas sebagai ketetapan penggunaan, hasil guna atau
menunjang tujuan.
Efektivitas merupakan unsur pokok untuk mencapai tujuan atau sasaran
yang telah ditentukan dalam organisasi, kegiatan ataupun program. Disebut efektif
apabila tercapai tujuan ataupun sasaran seperti yang telah ditentukan. Hal ini
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sesuai dengan pendapat Richard M. Steers (1980:1) yang menyatakan bahwa
efektivitas yang berasal dari efektif mengandung pengertian suatu pekerjaan
dikatakan efektif jika suatu pekerjaan dapat menghasilkan suatu unit keluaran
(output). Suatu pekerjaan dikatakan efektif jika suatu pekerjaan dapat diselesaikan
tepat pada waktunya sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya.
Menurut Harbani Pasolong (2007:410), Efektivitas dapat dipandang sebagai
suatu sebab dari variabel lain. Efektivitas berarti bahwa tujuan yang telah
direncanakan sebelumnya dapat tercapai atau dengan kata sasaran tercapai karena
adanya proses kegiatan.
Dengan demikian dapat dikatakan bahwa efektivitas adalah suatu pekerjaan
atau kegiatan yang diselesaikan sesuai dengan waktu dan rencana yang telah
ditetapkan agar dapat tercapai atau tetap sasaran sesuai dengan tujuan.
2.20 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Efektivitas
Menurut Komberly dan Rottman dalam Tangkilisan (2005:150),
mengatakan bahwa efektivitas organisasi ditentukan oleh :
1. Lingkungan adalah kesatuan ruang dengan semua benda dan keadaan
makhluk hidup, termasuk didalamnya manusia dan perilakunya yang
melangsungkan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk
hidup lainya.
2. Teknologi adalah proses yang meningkatkan nilai tambah, proses tersebut
menggunakan atau menghasilkan suatu produk, produk yang dihasilkan
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tak terpisah dari produk lain yang telah ada, dan karena itu menjadi
bagian intergral dari suatu system.
3. Pilihan Strategi adalah proses penentuan rencana yang berfokus pada
tujuan jangka panjang organisasi
4. Proses adalah serangkaian masalah sistematis, atau tahapan yang jelas dan
dapat ditempuh berungkali, untuk mencapai hasil yang diinginkan.
5. Kultur berkaitan dengan bahasa, cara berfikir, kesenian dan gaya politik
suatu masyarakat.
Menurut Gibson dalam Siagian (1986:33) mengatakan bahwa efektivitas
dapat diukur sebagai berikut :
1. Kejelasan tujuan yang hendak dicapai
Dalam hal ini sering sekali tujuan yang dikejar oleh suatu organisasi tidak
dapat ditentukan secara pasti sehingga organisasi selalu tidak pernah
mencapai tujuannya.
2. Proses analisis dan perumusan kebijaksanaan yang mantap
Agar efektivitas dapat terealisasikan dengan baik suatu organisasi harus
memiliki perumusan kebijaksaan yang mantap agar tujuan yang telah
ditetapkan dari awal dapat tercapai
3. Perencanaan yang matang
Organisasi dapat merencanakan pekerjaan ataupun tujuan yang akan
dilaksanakan dengan baik dan benar agar dapat berjalan dengan efektif.
4. Penyusunan program yang tepat
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Sama halnya dengan perencanaan yang matang organisasi dapat
menyusun program-program yang akan dilaksanakan dengan teratur agar
perencanaan yang akan dijalankan dapat berjalan sesuai dengan tujuan.
5. Tersedianya sarana dan prasarana
Adanya sarana dan prasarana untuk memperlancar dan mempermudah
dalam menjalakan tujuan yang diinginkan oleh organisasi agar dapat
berjalan dengan efektif.
2.21 Efektivitas Penagihan Pajak dengan Surat Paksa dalam Penerimaan
Pajak
Pada dasarnya penagihan pajak yang dilakukakan Pemerintah melalui
Kantor Direktorat Jenderal Pajak untuk dipergunakan sebagai dana untuk
mengatur kas negara terutama untuk pembangunan negara agar kehidupan
masyarakat dan perkembangan negara dapat terealisasikan dengan baik. Menurut
Safri Nurmantu (2003:30), penerimaan pajak ini terbagi menjadi 2 fungsi yaitu
yang pertama :
1. Fungsi Budgetair yang mana merupakan fungsi utama dari penerimaan
pajak atau fiskal yaitu suatu fungsi dalam mana pajak dipergunakan sebagai
alat untuk memasukkan dana secara optimal ke kas negara berdasarkan
undang-undang perpajakan yang berlaku. Fungsi ini dikatakan fungsi utama
karena fungsi inilah yang secara historis pertama kali timbul.
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2. Fungsi Regulerend
Fungsi regulerend atau fungsi mengatur disebut juga fungsi tambahan, yaitu
suatu fungsi dalam mana pajak dipergunakan oleh pemerintah sebagai alat
untuk mencapai tujuan tertentu.Disebut sebagai fungsi tambahan karena
fungsi ini hanya sebagai pelengkap dari fungsi utama pajak, yakni fungsi
budgetair.
Dari penjalasan di atas dapat dilihat bahwa pada umumnya penerimaan
pajak yang diterima oleh setiap Kantor Direktorat Jenderal Pajak yang ada
disetiap Propinsi memiliki tujuan utama sebagai pengatur kas negara yang mana
dipergunakan untuk melaksanakan Pembangunan Negara dan menyejahterakan
kehidupan rakyat. Untuk memperlancar Penerimaan Pajak ini pemerintah
menggunanakan Selft Assessment System dimana Wajib Pajak diberi
kepercayaan untuk menghitung, memperhitungkan, menetapkan, membayar dan
melaporkan pajaknya sendiri.
Namun kemudahan yang diberikan pemerintah ini tidak dijalankan dengan
indah oleh Wajib Pajak karena pada tiap tahunnya masih banyak wajib pajak
yang tidak membayar ataupun melunasi utang pajaknya setelah tanggal jatuh
tempo yang ditetapkan. Untuk itu pejabat pajak melakukan tindakan dengan
memberi Surat Teguran kepada Wajib Pajak yang tidak membayar ataupun
melunasi utang pajaknya. Apabila Wajib Pajak tidak juga melunasi utang
pajaknya setelah 21 hari dikeluarkannya Surat Teguran ini maka Pejabat Pajak
melakukan tindakan yang kedua yaitu melalui Surat Paksa dimana Surat Paksa
ini terdapat dalam UU PPSP pasal 1 ayat 12.
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Surat Paksa ini memiliki kedudukan yang sama dengan putusan
pengadilan perdata yang mempunyai kekuatan hukum tetap yang berguna agar
tercapai efektivitas dan efisiensi penagihan pajak yang didasari surat paksa.
Menurut Muhammad Rusjdi (2007:21), Penagihan dengan Surat Paksa dapat
dilaksanakan tanpa bantuan putusan pengadilan lagi dan tidak dapat diajukan
banding, karena Surat Paksa bersifat Parate Eksekusi yang berarti dapat
dilakukan langsung tanpa proses pengadilan negeri. Misalnya seperti putusan
pengadilan dalam negeri dalam perkara pidana dimana pengadilan negeri
menetapkan seseorang bersalah dan terdakwa diputuskan harus dipenjara dalam
waktu yang telah ditetapkan pengadilan
Berdasarkan apa yang telah disampaikan diatas disimpulkan bahwa
penagihan dengan surat paksa dapat dikatakan efektif terhadap penerimaan pajak
karena surat paksa memiliki kekuatan hukum yang sama dengan putusan
pengadilan perdata yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Penentuan tingkat
penerimaan pajak dengan surat paksa dibutuhkan untuk mengetahui efektif atau
tidaknya dalam mengurangi dan mengihilangkan utang pajak yang ditanggung
oleh wajib pajak.
2.22 Kerangka Pemikiran
Pemerintah telah melakukan reformasi perpajakan untuk meningkatkan
penerimaan negara dari sektor pajak.Dalam reformasi perpajakan tahun 1983,
sistem pemungutan pajak telah mengalami perubahan yang cukup signifikan
yaitu dariofficial assessment system menjadi selft assessment system. Dalam selft
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assessment system ini, wajib pajak diberikan kepercayaan untuk menghitung,
memperhitungkan, menyetor dan melaporkan sendiri pajaknya.Namun, dalam
kenyataannya masih dijumpai adanya tunggakan pajak sebagai akibat tidak
dilunasinya utang pajak sebagaimana mestinya, serta perlu dilakukannya
tindakan penagihan pajak yang mempunyai kekuatan hukum yang memaksa.
Salah satu penagihan pajak adalah dengan menerbitkan Surat Paksa
kepada Wajib Pajak. Dasar dari penagihan pajak adalah adanya tunggakan pajak
dalam Surat Tagihan Pajak, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat
Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, Surat Keputusan Pembetulan, Surat
Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding. Apabila realisasi pencairan
tunggakan pajak tersebut dapat direalisasikan dengan jumlah nominal hampir
sama dengan potensi pencairan tunggakan pajak, maka penagihan pajak dengan
surat paksa tersebut dikatakan efektif.
Menurut Nana Adriana Erwis (2012:35) dalam penelitiannya “Efektivitas
Penagihan Pajak dengan Surat Teguran dan Surat Paksa Terhadap Penerimaan
Pajak” dengan efektifnya penagihan pajak dengan Surat Paksa dapat
meningkatkan penerimaan pajak, dimana diharapkan memberikan kontribusi
terhadap pembangunan nasional. Oleh karena itu efektivitas penagihan pajak
dengan surat paksa sangat diperlukan untuk meningkatkan penerimaan negara
dari sektor pajak.
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Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran :






















Untuk mempermudah penganalisaan dan menghindari salah pengertian
serta pemahaman istilah-istilah yang terdapat dalam penulisan ini, perlulah








































Sumber : Data Olahan 2013
2.24 Teknik Pengukuran
Untuk menjaga agar penelitian dapat mencapai tujuan yang diharapkan
maka penulis menetapkan konsep operasional yang digunakan untuk mengukur
indikator penelitian dengan skala likert. Skala likert digunakan untuk mengukur
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sikap, pendapat dan persepsi seseorang terhadap fenomena sosial yang disebut
variabel penelitian. Adapaun variebel penelitian adalah tentang Analisis
Efektivitas Penagihan Pajak dengan Surat Paksa Dalam Penerimaan Pajak di Seksi
Penagihan KPP Pratama Pekanbaru Senapelan.
Dengan skala likert variabel penelitian akan diukur dan dijabarkan menjadi
indikator variabel. Kemudian indikator tersebut dijadikan titik tolak untuk
menyusun item-item instrument yang dapat berupa pernyataan atau pertanyaan
(Sugiyono, 2007:107).
Jawaban dari setiap instrument yang menggunakan skala likert mempunyai
ukuran dari segi sangat positif sampai segi sangat negatif, atau dari sangat setuju
sampat tidak setuju yang berupa kata-kata. Untuk keperluan peranan dalam
penelitian ini, maka jawaban dari responden dalam kuisioner diberi skor :
No Kategori Skor
1 Sangat Setuju 5
2 Setuju 4
3 Cukup Setuju 3
4 Kurang Setuju 2
5 Tidak Setuju 1
Jumlah 15
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Kemudian untuk menganalisis masing-masing indikator penelitan terlebih
dahulu harus diketahui nilai intervalnya dengan menggunakan formula :
Skor Tertinggi       : Jumlah Sub Indikator x jumlah responden x Nilai tertinggi
Skor Terendah       : Jumlah sub Indikator x Jmlah Responden x Nilai Terendah
Interval                          :
Dari formula diatas, dapat diketahui dari 5 kategori sub indikator yaitu :
Skor Tertinggi  : 4 x 17 x 5 = 340
Skor Terendah  : 4 x 17 x 1 = 68
Interval             : = 54
Dari hasil diatas untuk mengetahui penilaian dari masing-masing indikator
variabel Analisis Efektivitas Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa Dalam
Penerimaan Pajak Di Seksi Penagihan Pajak KPP Pratama Pekanbaru Senapelan,
maka dapat dilihat sebagai berikut :
1. Lingkungan, untuk pengukurannya dengan 4 sub indikator yang dinilai dari 17
responden dengan skor tertinggi 340 dan skor terendah 68 dengan interval 54
dapat dinyatakan :
Sangat Setuju : Apabila jumlah skor yang diperoleh dari kuisioner berada
pada interval 286 - 340.
51
Setuju : Apabila jumlah skor yang diperoleh dari kuisioner berada
pada interval 232 – 285.
Cukup Setuju : Apabila jumlah skor yang diperoleh dari kuisioner berada
pada interval 178 – 231.
Kurang Setuju : Apabila jumlah skor yang diperoleh dari kuisioner berada
pada interval 124 – 177.
Tidak Setuju : Apabila jumlah skor yang diperoleh dari kuisioner berada
pada interval 69– 123.
2. Teknologi, untuk pengukurannya dengan 4 sub indikator yang dinilai dari 17
responden dengan skor tertinggi 340 dan skor terendah 68 dengan interval 54
dapat dinyatakan :
Sangat Setuju : Apabila jumlah skor yang diperoleh dari kuisioner berada
pada interval 286 - 340.
Setuju : Apabila jumlah skor yang diperoleh dari kuisioner berada
pada interval 232 – 285.
Cukup Setuju : Apabila jumlah skor yang diperoleh dari kuisioner berada
pada interval 178 – 231.
Kurang Setuju : Apabila jumlah skor yang diperoleh dari kuisioner berada
pada interval 124 – 177.
Tidak Setuju : Apabila jumlah skor yang diperoleh dari kuisioner berada
pada interval 69– 123.
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3. Proses, untuk pengukurannya dengan 4 sub indikator yang dinilai dari 17
responden dengan skor tertinggi 340 dan skor terendah 68 dengan interval 54
dapat dinyatakan :
Sangat Setuju : Apabila jumlah skor yang diperoleh dari kuisioner berada
pada interval 286 - 340.
Setuju : Apabila jumlah skor yang diperoleh dari kuisioner berada
pada interval 232 – 285.
Cukup Setuju : Apabila jumlah skor yang diperoleh dari kuisioner berada
pada interval 178 – 231.
Kurang Setuju : Apabila jumlah skor yang diperoleh dari kuisioner berada
pada interval 124 – 177.
Tidak Setuju : Apabila jumlah skor yang diperoleh dari kuisioner berada
pada interval 69– 123.
4. Pilihan Strategi, untuk pengukurannya dengan 4 sub indikator yang dinilai dari
17 responden dengan skor tertinggi 340 dan skor terendah 68 dengan interval
54 dapat dinyatakan :
Sangat Setuju : Apabila jumlah skor yang diperoleh dari kuisioner berada
pada interval 286 - 340.
Setuju : Apabila jumlah skor yang diperoleh dari kuisioner berada
pada interval 232 – 285.
Cukup Setuju : Apabila jumlah skor yang diperoleh dari kuisioner berada
pada interval 178 – 231.
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Kurang Setuju : Apabila jumlah skor yang diperoleh dari kuisioner berada
pada interval 124 – 177.
Tidak Setuju : Apabila jumlah skor yang diperoleh dari kuisioner berada
pada interval 69– 123.
5. Kultur, untuk pengukurannya dengan 4 sub indikator yang dinilai dari 17
responden dengan skor tertinggi 340 dan skor terendah 68 dengan interval 54
dapat dinyatakan :
Sangat Setuju : Apabila jumlah skor yang diperoleh dari kuisioner berada
pada interval 286 - 340.
Setuju : Apabila jumlah skor yang diperoleh dari kuisioner berada
pada interval 232 – 285.
Cukup Setuju : Apabila jumlah skor yang diperoleh dari kuisioner berada
pada interval 178 – 231.
Kurang Setuju : Apabila jumlah skor yang diperoleh dari kuisioner berada
pada interval 124 – 177.
Tidak Setuju : Apabila jumlah skor yang diperoleh dari kuisioner berada
pada interval 69– 123.
Kemudian untuk menganalisis efektif atau tidaknya penagihan pajak dengan
surat paksa pada KPP Pratama Pekanbaru Senapelan, terkebih dahulu harus
diketahui nilai intervalnya dengan menggunakan formula :
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Skor Tertinggi       : Jumlah Indikator x jumlah responden x Nilai tertinggi
Skor Terendah       : Jumlah Indikator x Jmlah Responden x Nilai Terendah
Interval                  :
Skor rata-rata tertinggi : 5 x 17 x 5 = 425
Skor rata-rata terendah             : 5 x 17 x 1 = 85
Interval : = 68
Dari hasil diatas maka untuk mengetahui setiap rekapitulasi tanggapan
responden terhadap Perlawanan Pasif, Perlawanan Aktif, dan Efektivitas
Penagihan Pajak dengan Surat Paksa secara keseluruhan adalah dengan
menjumlahkan seluruh hasik rekapitulasi setiap sub indikator variabel dan dibagi
dengan jumlah indikator variabel penelitian.
Dengan demikian, maka dapat dinyatakan bahwa Analisis Efektivitas
Penagihan Pajak dengan Surat Paksa di KPP Pratama Pekanbaru Senapelan
pengukurannya dengan 5 indikator variabel yang dinilai dengan skor rata-rata
tertinggi 425 dan skor rata-rata terendah 85 dengan interval 68 dapat dinyatakan :
Sangat Baik : Apabila jumlah skor rata-rata yang diperoleh dari
responden berada pada interval 357 - 425.
Baik : Apabila jumlah skor rata-rata yang diperoleh dari
responden berada pada interval 289 - 356.
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Cukup Baik : Apabila jumlah skor rata-rata yang diperoleh dari
responden berada pada interval 221 - 288.
Kurang baik : Apabila Jumlah skor rata-rata yang diperoleh dari
responden berada pada interval 159 - 220.
Tidak baik : Apabila jumlah skor rata-rata yang diperoleh dari
responden berada pada interval 84 - 158.
2.24 Penelitian Terdahulu
Penelitian mengenai penagihan dengan surat paksa telah banyak dilakukan
oleh peneliti terdahulu di Indonesia. Dalam skripsi yang dibuat oleh Aldila Laila
Rahma (2010) dengan judul “Analisis Efektivitas Penagihan dengan Surat Paksa
Dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama
Karanganyar” memamparkan bagaimana pelaksaan penagihan pajak dengan
surat paksa terhadap wajib pajak agar penerimaan pajak dapat dapat
terealisasikan dengan baik.
Menurut Aldila Laila Rahma (2010) dalam skripsinya berpendapat
penagihan pajak dengan surat paksa ini berfungsi untuk meningkatkan
pendapatan negara yang nantinya berguna untuk pembangunan negara dan untuk
mensejahterakan kehidupan masyaratkat.
Penelitian ini menggunakan metode yang sama dengan penelitian yang
penulis buat yaitu metode kualitatif dimana penulis membuat analisis yang
terbatas pada kasus tertentu untuk menjawab permasalahan tersebut. Hasil
penelitian ini menyatakan bahwa wajib pajak kurang patuh terhadap
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kewajibannya membayar pajak walaupun sudah dikeluarkannya surat paksa
kepada wajib pajak yang belum membayar pajak ataupun utang pajaknya.
